BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Bappeda Provinsi NTB
Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 memuat 20 sasaran strategis dengan 21 indikator kinerja, dari ke 21 indikator kinerja tersebut sebanyak 3 indikator dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah; Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, dan Tercapainya target-target perencanaan pembangunan daerah.
IKU Bappeda menjadi salah satu indikator kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018, adalah Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD.  Keberhasilan Bappeda dalam mencapai target pada tiap indikator yang telah ditetapkan akan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan indikator kinerja RPJMD tahun 2016, Bappeda menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat sasaran strategis meliputi : 
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah; 
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, dan 
3. Tercapainya target-target perencanaan pembangunan daerah. 
Sasaran strategis Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang termuat dalam perjanjian kinerja Bappeda tahun 2016 ini memiliki indikator kinerja : Jumlah masukan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dengan target 240 usulan; Jumlah masukan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah dengan target 96 usulan, dan Jumlah masukan program yang terakomodir target 96 usulan.  
Sasaran strategis Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah memiliki indikator kinerja : Tingkat keselarasan RPJMD terhadap RKPD target 100 persen; Tingkat keselarasan RPJMD terhadap RENSTRA target 100 persen dan Tingkat keselarasan RPJMD terhadap Renja target 100 persen
Sasaran strategis Tercapainya target-target perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja persentase pencapaian indikator kinerja daerah target 100 persen. Terkelolanya basis data spasial daerah, dengan target 60 persen pencapaian data spasial daerah.  Meningkatnya masyarakat yang mengakses layanan NTB online target 40.000 orang jumlah masyarakat yang mengakses layanan NTB Online ( RKPD Online, NTB Satu Data). 
Tercapainya target capaian indikator kinerja ini merupakan hasil optimalisasi penyebaran informasi dan data perencanaan pembangunan daerah berbasis Web melalui Bale Ite, Website Bappeda Provinsi NTB dan RKPD Online. RKPD Online merupakan sistem perencanaan berjenjang secara online yang dapat diakses oleh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pengusulan program/kegiatan dan anggarannya, sistem ini juga sudah memberikan wadah bagi masyarakat/dewan untuk mengusulkan aspirasinya. Penggunaan sistem informasi merupakan sebuah jawaban bagi kebutuhan masyarakat masa kini yang menginginkan akses data yang cepat, luas dan terpercaya mengenai pembangunan daerah teraktual.
Layanan NTB Online dihitung dari jumlah masyarakat yang mengakses RKPD online, kunjungan layanan website Bappeda Provinsi NTB dan Bale Ite. Ketiga sistem informasi online tersebut memuat data dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTB, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.  
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang tertuang didalam perjanjian kinerja adalah :
A. Program Pengembangan Data/Informasi
Dua kegiatan dilaksanakan melalui program pengembangan data/informasi yaitu pengumpulan; updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan dengan hasil dokumen Peta Tematik Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten (LP2B) Kota Mataram, Peta Kemiskinan Provinsi NTB. 
Kegiatan lainnya yang dilaksanakan melalui program ini adalah Penyusunan Profile Daerah dengan membuat buku Data dan informasi pembangunan daerah sebanyak 100 buku yang disebarkan untuk masyarakat. 
B. Program perencanaan pembangunan daerah    
Dari program perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan kegiatan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik; Penyusunan rancangan RKPD; Menyelenggarakan musrenbang RKPD, sebagai bahan acuan seluruh SKPD Provinsi NTB menyusun Rencana Kerja SKPD melalui RKPD Online. Kegiatan berikutnya Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah; Penyusunan laporan keterangan pertanggung Jawaban (LKPJ); Monitoring, evaluasi  dan pelaporan; Penyusunan rancangan KUA dan PPAS; Penyusunan dokumen perencanaan; Publikasi perencanaan pembangunan daaerah;  Evaluasi dokumen perencanaan; Penyelarasan dokumen RPJMD Provinsi NTB; 
Sebelum dilakukan pembahasan pada Forum SKPD. Penggunaan sistem informasi pada proses perencanaan pembangunan mempersingkat waktu dan tahapan karena SKPD dan tim asistensi dapat bersama – sama memeriksa progress dari rencana kerja tahun berkenaan. Tahun 2016 sebanyak 9.694 pengunjung mengakses RKPD Online, angka tersebut berasal dari unsur pemerintahan. Melalui kegiatan ini RKPD Perubahan Tahun 2016 dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Gubernur NTB dengan Nomor 18 Tahun 2016 pada tanggal 25 Mei 2016, dan RKPD tahun 2016 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2016.  
C. Program Pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah
Bappeda juga menyelenggarakan urusan bidang statistik, dengan kegiatan pengembangan data dan informasi maupun statistik daerah Program ini merupakan program yang mendukung/mendorong pencapaian indikator kinerja masyarakat yang mengakses NTB Online adalah : 
· Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengumpulan, updating dan analisis data dan statistik daerah. yang menghasilkan : 
1. Buku  NTB Dalam Data Tahun 2016 
2. Buku Analisis Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Provinsi NTB Tahun 2015
3. Buku Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2015
4. Buku Analisis Indeks Pembangunan Regional (IPR) Tahun 2015
5. Buku Analisis Kemiskinan Tahun 2015
6. Buku Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Tahun 2015
7. Buku Statistik Sektoral  Provinsi Nusa Tenggara Barat Kelompok Data Sosial Tahun 2015
8. Buku Statistik Sektoral  Provinsi Nusa Tenggara Barat Kelompok Data Ekonomi Tahun 2015
9. Buku Statistik Sektoral  Provinsi Nusa Tenggara Barat Kelompok Data Infrastruktur Tahun 2015
10. Penyusunan Peta tematik berbasis Desa Provinsi NTB Tahun 2016
11. Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Tahun 2015
12. Buku Analisis Data Indikator RPJMD 2013-2018 

13. Raperda Pengelolaan Data dan Informasi Provinsi NTB Tahun 2016.
14. Bank Data Provinsi NTB
· Kegiatan Pengolahan data dan  pelayanan informasi daerah, yaitu terkelolanya Pusat Data daerah (Bale Ite) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kajian tentang masalah pembangunan di NTB. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengolahan data dan informasi daerah yang menghasilkan pemanfaatan  Bale Ite sebagai pusat data daerah oleh 65.233 orang di tahun 2016. Dan  tersedianya empat hasil kajian yang digunakan sebagai basis data daerah Pengaruh Pariwisata terhadap peningkatan perekonomian masyaraka yaitu Konflik Lahan Pariwisata di Provinsi NTB, Penetapan Program Prioritas dan Penganggaran Menuju NTB Beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera,  Visi Berbudaya dalam RPJMD NTB, Kajian Dampak Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 Bagi Pemerintah Daerah. 
Keberhasilan Bappeda Provinsi NTB dalam memberikan/menyebarkan informasi yang berbasis web telah dibuktikan dengan terpilihnya Bappeda sebagai SKPD terbaik ke II (atas penilaian Tim Komisi Informasi Provinsi NTB). Perhargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas keterbukaan informasi.
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Sasaran 	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas
Sasaran dengan indikator kinerja dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional termasuk dalam indikator kinerja ke 28 dari 31 indikator kinerja pada RPJMD Provinsi NTB tahun 2013 – 2018. Dalam RPJMD terdapat 4 (empat) dokumen yang ditargetkan untuk memperoleh prestasi ditingkat nasional dan Bappeda ditunjuk sebagai penanggung jawab utama pencapaian indicator kinerja tersebut, dokumen – dokumen yang termasuk antara lain dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana penyusunannya dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi NTB sebagai dokumen perencanaan yang dinilai oleh tim dari pusat (Bappenas dan pengamat perencanaan pembangunan) dan diumumkan pada kegiatan Musrenbangnas, dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi NTB yang dikoordinir oleh Biro Pemerintahan, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemeritah (LKjIP) Provinsi NTB dikoordinir oleh Biro Organisasi serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB sebagai dokumen pertanggung jawaban. 
Tabel 3.1
Target dan Realisasi Dokumen yang Memperoleh Penghargaan Ditingkat Nasional
	Target
	Realisasi
	2018
 (% realisasi 2015 terhadap target tahun akhir Renstra)

	2015
	2016
	2015
	2016
	

	4 dokumen
· RKPD 
· LPPD
· LAKIP
· LKPD
	4 dokumen
· RKPD 
· LPPD
· LAKIP
· LKPD
	2 dokumen
· LKPD
· LPPD

	1 dokumen
· LKPD

	
25 %
(target 4 dokumen)



Dokumen yang berhasil meraih prestasi di tahun 2016 adalah dokumen LKPD. Pemerintah Provinsi NTB meraih Opini WTP pada tahun 2016 atas LKPD tahun 2015, dan prestasi ini berhasil dipertahankan selama 5 (lima) tahun berturut – turut sejak 2011. Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh BPK terhadap LKPD yang memenuhi kriteria sebagai berikut : laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP),  sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping ketiga kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (no material uncertainties), pengelolaan atas Cash flow dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas Aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap.  Artinya, laporan keuangan  yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material. 
Pada tahun 2016 terdapat 7 komponen LKPD yang disajikan (berbasis akrual) : Laporan Realisasi Anggaran; Laporan  Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan  Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas  Laporan Keuangan (CaLK). Dimulainya penggunaan basis akrual ini menjadi permasalahan tersendiri di tahun 2015 karena masih banyak penyesuaian dalam perhitungan aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi NTB, pada umumnya terkait adanya barang milik daerah (BMD) tidak dicatat, BMD yang tidak ada justru masih dicatat, BMD dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah. Diharapkan pada tahun mendatang permasalahan ini sudah dapat teratasi dengan koordinasi yang dilakukan untut pencatatan asset daerah.
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LPPD wajib dilaporkan kepala daerah kepada pemerintah setiap tahunnya sebagai potret penyelenggaraan pemerintah daerah pada aspek manajemen pemerintahan dan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun. Evaluasi LPPD dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB dan BPKP untuk memperoleh gambaran kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan publik, baik pada level pengambil kebijakan sampai level pelaksana kebijakan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  nomor 120-4761 tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2013, Provinsi NTB menempati urutan ke 9 dari 33 provinsi dengan skor 2,5953 selisih 0,4566 dengan Provinsi Jawa Timur yang menempati posisi pertama. Dokumen LPPD akan kembali dievaluasi pada tahun 2016.
Dokumen LKjIP disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dokumen ini dievaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN dan RB dengan tujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas outcome terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pada tahun 2016 Bappeda Prov NTB belum memperoleh hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB. Upaya yang telah dilakukan Bappeda Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan hasil penilaian LAKIP dengan menyelenggarakan workshop, konsultasi dan koordinasi secara intens dengan Kementerian PAN dan RB. Sehingga memiliki peningkatan dan penyempurnaan yang signifikan terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya LAKIP Bappeda Provinsi NTB.
Komponen yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Dari sisi perencanaan kinerja hasil evaluasi menunjukkan Pemprov NTB telah mengimplementasikan Sistem Perencanan Kinerja melalui penetapan RPJMD periode 2013 – 2018, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja serta telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Adapun rekomendasi dari hasil evaluasi tersebut, Pemprov NTB dan unit kerja menyusun rencana aksi atas kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan target – target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja.   
Bappeda memiliki satu dokumen yang ditargetkan untuk berprestasi ditingkat nasional yaitu RKPD, target ini juga tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi NTB tahun 2013 – 2018. Pada tahun 2014 Pemprov NTB melalui Bappeda memperoleh penghargaan Pangripta Nusantara dari Menteri PPN/Bappenas karena sebagai Provinsi terbaik ke III untuk kategori B dinilai menghasilkan dokumen perencanaan (RKPD) yang berkualitas, sedangkan pada tahun 2016 penghargaan tersebut tidak diperoleh kembali karena dokumen RPJMD yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sedang direview untuk diselaraskan dengan dokumen RPJMN sebagaimana yang diamanatkan dalam perundang – undangan yang berlaku. 
Pada dasarnya RKPD 2015 NTB yang dinilai oleh Tim sudah diselaraskan dengan RKP bahkan dalam prosesnya juga sudah disesuaikan dengan Rancangan RKP dalam rangka mengawal prioritas nasional yang terkait dengan pembangunan di Provinsi NTB. Akan tetapi Pemprov NTB berhasil masuk menjadi salah satu dari 12 finalis Provinsi se Indonesia yang dinilai oleh Tim dari pusat (unsur Bappenas dan independen), dan rekomendasi Bappeda Provinsi NTB untuk Kabupaten Lombok Utara membuahkan hasil Anugrah Pangripta Nusantara setelah melalui empat tahapan proses seleksi diantaranya : Penilaian Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota tahun 2015, Penilaian Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan, penilaian Dokumen RKPD oleh Tim Penilai Pusat dan Penilaian Prestasi dan Wawancara Kepala Bappeda Kabupaten/Kota oleh Tim pusat. Dari 33 Kabupaten/Kota se Indonesia yang dinilai oleh Tim Juri independen yang dibentuk Bappenas RI, lalu mengerucut menjadi 12 Kabupaten/Kota, dimana KLU ada di dalamnya sebagai salah satu penerima Penghargaan Pangripta tersebut.      
Ditahun 2016, agar terciptanya keselarasan dengan kebijakan nasional yang mengalami perubahan Bappeda Provinsi NTB akan merevisi RPJMD Provinsi NTB. Hal ini mempengaruhi penyusunan dokumen perencanaan tahun  2017 seluruh SKPD lingkup Provinsi NTB mengacu RPJMD hasil revisi agar tercipta keselarasan dengan menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan sehingga harapan pada tahun mendatang NTB kembali mendapatkan penghargaan Pangripta Nusantara. 
Meskipun tidak memperoleh Pangripta Nusantara, Bappeda mampu mempertahankan prestasi nasional melalui dokumen pertanggung jawaban hasil pelaksanaan Millenium Development Goals (MDGs) yang merupakan hasil koordinasi dengan seluruh SKPD lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bentuk koordinasi dilakukan melalui rapat evaluasi capaian indikator MDGs yang dilakukan selama 2 hari pada tahun 2016, penyusunan dokumen database indikator capaian target MDGs di Provinsi NTB yang dicetak sebanyak 50 buku dan pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2016 dituangkan dalam laporan tahunan pencapaian MDGs di Provinsi NTB dicetak sebanyak 50 buku laporan.
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Piala Penghargaan Provinsi Terbaik dalam Pencapaian Sasaran Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Tahun 2016
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Tercapainya indikator MDGs Provinsi NTB sepanjang tahun 2012- 2016 merupakan hasil dari terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar instansi dan seluruh stakeholder serta masyarakat, sehingga selama lima tahun berturut – turut Pemerintah Provinsi NTB mampu mempertahankan penghargaan tersebut. Provinsi NTB memiliki tujuh tujuan MDGs yang harus dicapai sampai dengan tahun 2016, tujuan tersebut antara lain :
· Tujuan 1 Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
· Tujuan 2 Mencapai pendidikan dasar untuk semua 
· Tujuan 3 Mendorong kesataraan gender dan pemberdayaan perempuan
· Tujuan 4 Menurunkan angka kematian anak
· Tujuan 5 Meningkatkan kesehatan ibu
· Tujuan 6 Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
· Tujuan 7 Memastikan kelestarian lingkungan hidup. 
Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan koordinasi lintas sektor, karena berbagai pihak memiliki peranan tersendiri yang harus disinkronkan satu sama lain. Inilah peranan Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, mengkoordinir, dan mengumpulkan seluruh pihak agar dapat menjalankan peranannya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama.
Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional dari sasaran strategis tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggung jawaban yang berkualitas, antara lain :      
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam program ini terdapat 11 (sebelas) kegiatan dimana pelaksanaannya dikoordinasikan Sekretariat dan Bidang Evaluasi dan Pelaporan, kegiatan yang dilaksanakan sekretariat yaitu pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik hasil kegiatan ini merupakan langkah awal dari proses perencanaan pembangunan di daerah melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Kepala Bappeda sebanyak  sekali di akhir tahun 2016,  untuk memformulasikan rencana program dan kegiatan Kabupaten/Kota se-NTB yang akan ditindaklanjuti pada Forum SKPD Provinsi NTB. Dalam upaya optimalisasi perencanaan pembangunan daerah sebelum pelaksanaan kegiatan Forum SKPD, Bappeda mengawali proses melalui tahap Pra Forum SKPD yang diharapkan pada tahap ini SKPD memahami peran masing – masing dalam mencapai target indikator kinerja RPJMD. Sehingga  dalam Forum SKPD lingkup Provinsi NTB program/kegiatan SKPD dapat diselaraskan dan tercapai sinergitas antar program/kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan pada bulan Februari 2016, setelah itu dilaksanakan Sarasehan Pembangunan NTB tahun 2016 dengan seluruh stakeholder yang dapat berkontribusi dalam perencanaan pembangunan yang berjumlah 100 orang. Sarasehan pembangunan ini dilaksanakan untuk menjaring masukan dan usulan dari masyarakat NTB yang diwakili oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, mitra pembangunan (LSM), pihak swasta dan lain sebagainya.
Selanjutnya dilaksanakan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD tahun 2016 dalam rangka penyusunan RKPD 2017 melalui kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan melibatkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Dari seluruh proses kegiatan tersebut dihasilkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTB yang memuat program/kegiatan Pemerintah Provinsi NTB. Sebagai apresiasi kepada daerah terkait penyusunan dokumen perencanaan baik tahapan proses dan inovasi sampai dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas. Penghargaan Pangripta Nusantara bagi daerah yang dokumen perencanaannya dinilai baik dan inovatif yang diumumkan pada acara Musrenbang Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, 
Kegiatan lainnya yang berkontribusi untuk pencapaian indikator ini adalah monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan keluaran berupa dokumen evaluasi RKPD, KUA PPAS dan DPA SKPD Tahun 2016, Laporan/dokumen pemetaan program kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian 31 dan laporan hasil monitoring ke Kabupaten/Kota. Ketiga dokumen tersebut digunakan sebagai salah satu bahan tim asistensi anggaran untuk mengevaluasi usulan program/kegiatan dari SKPD dan Kabupaten/Kota pada tahun mendatang. 
Kegiatan penyusunan rancangan RKPD Tahun 2017 dan Perubahan Tahun 2016, rancangan KUA PPAS Tahun 2017 dan Perubahan Tahun 2016, penyusunan dokumen perencanaan (laporan tahunan, rencana kerja tahun 2016, dokumen RKA 2016 dan RKA Perubahan Tahun 2016  Bappeda), serta kegiatan sinkronisasi dokumen RPJMD Provinsi NTB dengan melakukan review RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 - 2018   juga memiliki peranan untuk menghasilkan sebuah dokumen perencanaan yang berkualitas.
Program perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mencapai dokumen perencanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional, meskipun tahun ini dokumen perencanaan belum memperoleh penghargaan namun di masa mendatang akan ditingkatkan dengan menyelaraskan dokumen perencanaan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat SKPD di lingkup Provinsi NTB.     
b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program ini mendukung pencapaian tujuan pertama MDGs di Provinsi NTB dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat.  Keluaran berupa sinkronisasi program kegiatan pertanian dan kelautan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat.  Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan SKPD terkait dimana dari hasil rapat yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan antara lain belum efektif dan optimalnya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.  Belum optimalnya aspek kebijakan makro, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan bagi ibu dan anak. Untuk itu pendekatan ekonomi kelembagaan merupakan salah satu cara yg dapat dilakukan serta dengan mengoptimalkan peran dan fungsi TKPKD. 
Selain itu dilaksanakan juga bimbingan teknis Pro Poor Planning and Budgeting Monitoring (P3BM) yang diisi 2 orang instruktur dari Bappenas. Peserta 120 orang yang fokus menanggulangi akar masalah kemiskinan melalui proses partisiptif dengan memahami, mengidentifikasi, mengukur serta memetakan kemiskinan dimana dari hasil bimtek diharapkan peserta dapat menentukan fokus prioritas lokasi, target, intervensi sustainable development yang sesuai dengan karakter lokal wilayah. Untuk memetakan penanggulangan kemiskinan di Provisi NTB disusun sebuah dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD), dokumen laporan tahunan DBHCHT Provinsi NTB berikut rapat koordinasi DBHCHT yang dilaksanakan 2 (dua) kali pada tahun 2016. Kajian keterkaitan tingkat harga umum (Inflasi) dan kemiskinan di Kabupaten/Kota  Provinsi NTB. 
Bappeda juga melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, hasil dari kegiatan ini antara lain koordinasi di bidang industri dan keuangan, adanya database indikator capaian target MDGS di Provinsi NTB, Rapat evaluasi capaian indikator MDGs, Laporan tahunan pencapaian MDGs di Provinsi NTB, Buku (laporan) pelaksanaan Kelompok Ekonomi Kreatif Provinsi NTB, sebuah Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri PUD, serta koordinasi PNPM PISEW dengan 4 kabupaten penerima BLM antara lain Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. 
Untuk mengkoordinasikan peningkatan ekonomi masyarakat dilakukan rapat Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebanyak 2 kali bersama 60 orang dari SKPD dan stakeholder terkait, dari koordinasi ini dibahas mengenai pengembangan komoditi tebu di kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dimana nantinya akan dikembangkan pabrik gula untuk mendukung program swasembada gula nasional terutama wilayah timur dengan target 750 ribu ton per tahun.  
NTB memiliki beberapa kawasan ekonomi khusus dan ditahun 2015 dilakukan pembagian koordinasi dimana KEK Mandalika oleh Bappeda pada Bidang Ekonomi, KEK Global Hub oleh Biro Perekonomian, KEK Samota oleh Biro Kerjasama. Untuk mendorong percepatan perwujudan KEK Mandalika dilaksanakan rapat sebanyak 7 kali yang secara keseluruhan dihadiri 210 orang dari SKPD terkait serta stakeholder dengan kesimpulan dari pertemuan tersebut yaitu Master Plan pengembangan KEK Mandalika yg akan dikelola ITDC sudah selesai dan akan dibuat perda dan jalan akses sepanjang 4 km telah dilaksanakan dan pengerjaan jalan lingkungan sepanjang 8 km dilaksanakan kemudian.  
Dari penjabaran hasil kegiatan diatas, peranan program pembangunan ekonomi untuk mencapai indikator kinerja sasaran dimaksud cukup besar karena koordinasi yang dilaksanakan untuk mengawal keselarasan program/kegiatan dibidang industri, keuangan, pertanian dan kelautan dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.       
c. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Melalui program ini dilakukan 2 (dua) kegiatan, yaitu koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan koordinasi perencanaan pembangunan sosial bidang kesra. Hasil kedua kegiatan ini adalah adanya koordinasi program/kegiatan bidang pemerintahan dan sosial untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras antara RPJMD, Renstra SKPD dan RKA SKPD mitra bidang Sosial serta penyelarasan dokumen perencanaan bidang sosial di Bappeda kabupaten/kota se NTB, evaluasi capaian kinerja SKPD mitra bidang sosial, Peraturan Gubernur tentang Bale Mediasi.
Untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat luas dilakukan rapat koordinasi pemerataan akses air bersih/air minum se Provinsi NTB sebanyak 1 kali yang diikuti 90 orang peserta dengan hasil adanya kesepakatan bahwa daerah rawan air bersih yang ada di 10 kabupaten/kota akan diintervensi lebih kuat oleh pemerintah provinsi bersama dengan  LSM dalam maupun luar negeri yang memiliki focus pada program air bersih dan sanitasi, serta Tim Pokja AMPL akan secara lebih intensif melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program AMPL di provinsi NTB, dan juga Pemerintah Provinsi NTB dan lembaga donor seperti YMP, Islamic Relief, Pamsimas, STMBM dan lain sebagainya akan mendorong lembaga pengelola air bersih/minum di tingkat desa untuk penguatan dan peningkatan kelembagaan menjadi Bumdes/Pamdes. Selanjutnya program AMPL akan segera didukung dengan adanya Peraturan Daerah tentang pemerataan akses air bersih.
Sebagai bentuk dukungan untuk mencapai MDGs tujuan kedua mencapai pendidikan dasar untuk semua, Bappeda menyusun sebuah roadmap generasi emas NTB 2025 dengan visi ingin mewujudkan lahirnya manusia NTB yang bertakwa cerdas, sehat dan produktif ditahun 2025 dengan 2 misi, yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak di NTB serta memberikan pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan bagi anak – anak NTB. Adapun intervensi yang dilakukan adalah berkoordinasi untuk pembentukan desa GEN dan pasangan ramah anak (PARANA), pemantapan pelaksanaan GEN di desa, penguatan institusi pelayanan dasar (sekolah dan posyandu), muatan peran keluarga untuk melahirkan anak – anak yang cerdas dan pintar, mengeluarkan regulasi untuk mendukung GEN, program kesehatan reproduksi remaja dan lain – lain.  
Selain itu Bappeda juga menyusun dokumen gugus tugas program PAUDHI untuk mengimplementasikan PP Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, dengan goal untuk melahirkan SDM yang sehat, cerdas, produktif, intelektual dan mencintai NTB yang diintervensi sejak janin s.d usia 6 tahun. Terselenggaranya layanan PAUDHI menuju anak NTB yg cerdas, ceria, sehat dan akhlak mulia dengan mengacu pada pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, berkesinambungan, non diskriminasi, terjangkau oleh kelompok masyarakat, dan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya partisipasi masyarakat berbasis budaya yang konstruktif. Indikator keberhasilan program ini adalah adanya PAUD, BKB, Posyandu dalam satu desa/pelaksanaan PAUDHI.    
d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Tiga kegiatan dilaksanakan melalui program ini, kegiatan pertama yaitu koordinasi perencanaan pembangunan bidang  prasarana wilayah yang dilaksanakan sebanyak 6 kali untuk menyelaraskan program/kegiatan SKPD mitra dengan dokumen perencanaan diatasnya dan melakukan identifikasi pelayanan air bersih di Provinsi NTB yang dituangkan kedalam sebuah dokumen. 
Kegiatan kedua adalah koordinasi perencanaan tata ruang dan SDA sebagai bentuk dukungan MDGs tujuan ketujuh memastikan kelestarian lingkungan hidup, dengan melaksanakan koordinasi antara tim BKPRD sebanyak 9 kali ditahun 2015 yang membahas terkait rekomendasi pemanfaatan ruang utnuk pemerintah, swasta dan masyarakat serta pembahasan RTR, KSP dan RDTR Kabupaten/kota. Penyusunan Rancangan Perda KSP Agropolitan Alas Utan yang dilanjutkan dengan konsultasi publik, juga dilakukan seminar dan sosialisasi Geopark Rinjani sebagai Geopark Dunia dan Tambora sebagai Geopark Nasional. Dan untuk mendukung Rinjani sebagai Geopark Dunia disusun sebuah dokumen rencana induk pengembangan geopark rinjani.
Untuk mendukung tujuan MDGs ini, dilaksanakan juga rapat koordinasi program compact kemakmuran hijau sebanyak 3 kali dan dihadiri 105 orang yang dilakukan untuk integrasi program MCAI/kemakmuran hijau untuk pengelolaan SDA berbasis masyarakat, pembangunan low carbon/energi baru terbarukan, peningkatan ekonomi masyarakat lokal yang diimplementasikan di Provinsi NTB serta 3 kabupaten (Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara)
Terobosan dan inovasi yang telah dilakukan Bappeda ditahun 2016 antara lain :
1. Bekerjasama dengan BPS dan perguruan tinggi dalam rangka penyediaan basis data analisis data baseline perencanaan dengan mengeluarkan 7 kajian dari BPS dan 2 kajian universitas.
2. Melaksanakan Pra Forum SKPD dengan menghadirkan Sekretaris dan Kasubbag Program untuk berdiskusi dengan SKPD terhadap usulan yang bersifat strategis.
3. Melaksanakan Sarasehan Perencanaan Pembangunan dengan mengundang 100% stakeholder non-pemerintah.
a. Realisasi Anggaran
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 untuk mendukung kedua sasaran strategis yang telah diperjanjikan maka dilaksanakan 7 (enam) program dengan 26 (duapuluh enam) kegiatan.
Melalui APBD murni 7 (tujuh) program tersebut dianggarkan sebesar Rp. 10.471.001.400,- dan pada APBD Perubahan terdapat beberapa penambahan anggaran antara lain pada Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Daerah;  Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;  Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya serta Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam.   Anggaran Bappeda mengalami peningkatan  menjadi Rp. 11.363.157.500,- sehingga sampai dengan 31 Desember 2016 realisasi keuangan untuk 7 (tujuh) program tersebut mencapai Rp. 10.699.359.407,-. Untuk lebih lengkapnya, realisasi keuangan dan fisik untuk masing – masing program dan kegiatan prioritas Bappeda pada tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
	
	
	
	
	
	
	

	Tabel 3.2
REALISASI ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016

	
	
	
	
	
	
	

	

PROGRAM/KEGIATAN
	ANGGARAN
	REALISASI

	
	2016
	2016
	KEUANGAN
	FISIK

	 
	 
	MURNI (Rp)
	PERUBAHAN (Rp)
	(Rp.)
	%
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Peogram Pengembangan Data / Informasi
	
	
	
	
	

	
	        224.940.000 
	        225.340.000 
	        221.825.400 
	98,44
	100,00

	 
	Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
	
185.040.000

	           185.440.000 
	           184.325.400 
	99,40
	100,00

	 
	Penyusunan Profil Daerah
	39.900.000
	39.900.000
	37.500.000
	93,98
	100,00

	Program pengembangan data/infomasi/statistik daerah

	1.586.489.600
	1.736.489.600
	1.673.128.700
	96,35
	100,00

	 
	Pengumpulan, updating dan analisis data dan statistik daerah

	871.125.000
	1.021.125.000
	1.010.914.100
	99,00
	100,00

	
	Pengolahan data dan pelayanan informasi daerah

	      715.364.600 
	        715.364.600 
	        662.214.600 
	92,57
	100,00

	Perencanaan Tata Ruang
	     1.060.448.500 
	     1.083.298.500 
	        994.380.131 
	91,79
	100,00

	 
	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.
	           683.750.000 
	           700.550.000 
	           644.705.081 
	92,03
	100,00

	 
	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
	           376.698.500 
	           382.748.500 
	           349.675.050 
	91,36
	100,00

	Program perencanaan pembangunan daerah
	       3.581.662.000 
	       3.603.453.500 
	       3.426.380.597 
	95,09
	100,00

	 
	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
	           648.361.000 
	           937.602.500 
	           877.350.469 
	93,57
	100,00

	 
	Penyusunan Rancangan RKPD
	           283.485.000 
	           283.485.000 
	           269.420.500 
	95,04
	100,00

	 
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
	           738.640.000 
	           703.290.000 
	           699.380.050 
	99,44
	100,00

	 
	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
	             58.750.000 
	             33.750.000 
	             33.750.000 
	100,00
	100,00

	 
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
	           174.450.000 
	           172.200.000 
	           171.499.150 
	99,59
	100,00

	 
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 
	           296.100.000 
	           305.850.000 
	           295.862.950 
	96,73
	100,00

	 
	Penyusunan rancangan KUA dan PPAS
	           181.077.000 
	           191.077.000 
	           188.312.300 
	98,55
	100,00

	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan
	752.150.000
	468.800.000
	429.074.628
	91,53
	100,00

	
	Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	             79.000.000 
	             79.000.000 
	             62.829.800 
	79,53
	100,00

	 
	Evaluasi Dokumen Perencanaan
	        274.253.000 
	        333.003.000 
	        303.811.250 
	91,23
	100,00

	 
	Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB
	             95.396.000 
	             95.396.000 
	             95.089.500 
	99,68
	100,00

	Program perencanaan pembangunan ekonomi
	       1.396.652.500 
	       1.793.172.500 
	       1.735.081.940 
	96,76
	100,00

	 
	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
	      255.045.000 
	       403.038.200 
	       397.179.600 
	98,55
	100,00

	 
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
	           378.667.500 
	           528.144.300 
	           523.566.300 
	99,13
	100,00

	 
	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan DBHCHT
	           762.940.000 
	           861.990.000 
	           814.336.040 
	94,47
	100,00

	Program perencanaan sosial dan budaya
	           787.910.000 
	           941.517.800 
	           884.599.000 
	93,95
	100,00

	 
	Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra

	           509.086.000 
	           664.086.000 
	           635.824.500 
	95,74
	100,00

	
	Penguatan Lembaga Mediasi

	           174.900.000 
	           224.900.000 
	           201.216.700 
	89,47
	100,00

	
	Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
	           103.924.000 
	             52.531.800 
	             47.557.800 
	90,53
	100,00

	
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
	     1.832.898.800 
	    1.979.885.600 
	     1.763.963.639 
	89,09
	93,23

	 
	
Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
	           808.690.000 
	           955.676.800 
	           826.404.919 
	86,47
	100,00

	 
	
Perencanaan  Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah
	           353.850.000 
	           353.850.000 
	           337.826.000 
	95,47
	100,00

	 
	
Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif
	           670.358.800 
	           670.358.800 
	           599.732.720 
	89,46
	80,00

	 
	TOTAL
	10.471.001.400
	11.363.157.500
	10.699.359.407
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